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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah memberikan kepastian hukum bagi 

petani dengan ditetapkannya beberapa peraturan yang mengatu sektor pertania, 

seperti di tetapkannya peraturan yang berupa Undang-Undang (UU), Perda 

Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. 

Akan tetapi peraturan-peraturan yang ada masih terdapat kekurangan 

atau titik celah yang bisa merugikan petani di kabupaten Bima. Seperti tidan 

ada kejelasan terkait harga jual Bawang Merah dan juga kurangnya pengawasan 

yang dilakukan oleh aparat yang terkait, sehingga sering kali terjadi 

penyimpangan praktek dari peraturan-peraturan yang ada sehingga banyak 

petani yang dirugikan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah setempat. 

2. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah Daerah 

tersebut masih terdapat kekurangan, seperti kebijakan terkai harga Bawang 

Merah, yang selama ini tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu sumber 

penghasilan terbesar masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang 

ada di kabupaten Bima. Maka seharusnya untuk mengatasi dan menjaga 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penurunan harga yang bisa 
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merugikan petani menggingat harga obat-obattan ataupun harga bibit Bawang 

Merah yang mahal, maka seharusnya pemerintah harus meperioritaskan untuk 

penetapan standar minimal harga jual Bawang Merah ini. 

3. Kendala, tidak adanya penetapkan harga acuan pembelian (HAP) dikomoditas 

bawang merah, seperti yang dilakukan dikomoditas jagung merah, sedangkan 

ditingkat daerah, pemerintah daerah kurang optimal dalam melaksanakan dan 

mengawasi penerapat dari ketentuan peraturan-peraturan yang ada, 

mengakibatkan kerugian pada petani, seperti harga pupuk Bersubsidi yang tidak 

sesuai dengan harga eceran tertingginya. Untuk mengatasi persoalan tersebut 

Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga bisa 

menetapkan harga acuan pembelian (HAP) dikomoditas bawang merah, seperti 

yang dilakukan dikomoditas jagung merah, sedangkan ditingkat daerah, 

pemerintah daerah harus optimal dalam melaksanakan dan mengawasi 

penerapat dari ketentuan peraturan-peraturan yang ada, supaya bisa melindungi 

petani dan tentunya supaya kepastian hukum itu dirasakan oleh masyarakat, 

yang bukan saja hanya sebatas teks dalam kertas, melainkan harus 

diimplementasikan.  

Saran  

1. Pemerintah harusnya menetapkan standarisasi harga Bawang Merah, yang 

sering mengalami masalah. Seperti yang telah dilakukan di sektor Jagung 

Merah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani yang 

bertani di sektor Bawang Merah. 
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2. Karena terjadi kekosongan hukum terkait standarisasi harga Bawang Merah, 

maka pemerintah harus membantu dan mengawasi petani Bawang Merah ketika 

terjadi penjualan hasil panen nantinya, mengingat tidak ada kepastian hukum 

terkait harga bawang merah.  

3. Pemerintah daerah harus meningkatkan tugasnya dalam melakukan 

pengawasan, dalam hal ini mengawasi penjualan pupuk yang dilakukan 

diberbagai pengecer yang ada di kabupaten Bima, dan ketika panen nantinya 

pemerintah juga harus turun tangan dalam mengawasi proses penjualan hasil 

tani, seperti harga bawang merah, maupun jagung merah supaya tidak 

merugikan petani.   
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